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KATA PENGANTAR

Akhirnya Studi literatur ini selesaikan juga meskipun
mengalami banyak hambatan dalam mencari sumber-sumber
kepustakaan. Tetapi dalam penulisan ini tidak berpengaruh pada
kualitas laporan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kami, lakukan
penelaahan.

Penulis, pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat
Allah atas perkenan dan petunjukNya sehingga, penulis dapat
melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan kewajibannya.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami gajpaikan kepada
lembaga-lembaga kepustakaan yang memberikan \DGérbagai informasi
dalam mencari sumber penulisan. Selain itmy Repada Dekan FKIP-UT
yang telah menyetujui dan mengetahui dald)p péinyelesaian penulisan
studi literatur, kami mengucapkan/banhydk terima kasih yang
sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini, kami/~juga” mengucapkan terima kasih
kepada pelbagai pihak yang tidgpk mgngkin kami sebut satu persatu
atas segala bantuan dan paktigipasi dalam mendukung penulisan
ini.

Akhirnya harapan /pami/ /tidak lain adalah semoga penulisan
kepustakaan ini bemnianfaadt bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan pengexibangan UT pada khususnya.

Jakarta, Desember 1995
Penulis,
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BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya
bagi masyarakat Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan
upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik
daripada yang telah dicapai sebelumnya. Fungsi hukum dalam
pembangunan tidak sekadar sebagai alat pengendalian sosial
(social control) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan
upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai
dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keddaan’ masyarakat
sebagaimana dicita-citakan.

Fungsi hukum disini adalah sebagai/ )aadF4na pembaharuan
masyarakat, berarti hukum digunakan untu& /meh§arahkan masyarakat
pada pola-pola tertentu sesuai dengan, wdng dikehendakinya dengan
menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau bahkan
menghapus kebiasaan-kebiasaan lana~Yyailg sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan zaman. Dya \fUngsi hukum tersebut merupakan
paduan yang serasi untuk manciptakan hukum yang sesuai dengan
masyarakat yang sedang memsdnun, seperti Indonesia.

Karena dalam pembanigufjan itu sendiri terdapat hal-hal yang
harus dipelihara sert\a¥ddiindungi, di lain pihak hukum diperlukan
untuk menciptakan, ‘Wwole” yang sesuai dengan pembangunan dan agar
perubahan yange WIakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan
dengan tertib Way teratur.

Pemikiran tersebut di atas sesuai dengan politik hukum
nasional, sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara diantaranya mengemukakan
bahwa: "Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan
menampung kebutuhan-kebutuhan Hukum sesuai dengan kesadaran Hukum
Rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat
kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban

dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke
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arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi
sebagal sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan
yvang menyeluruh".

Selanjutnya, pokok-pokok kebijaksanaan tersebut dijabarkan
lebih lanjut di dalam Repelita II Bab 27, yang memuat rencana
pembangunan nasional dibidang hukum secara terinci yaitu program
pembinaan hukum nasional beserta proyek-proyeknya.

Begitu pula, Ismail Saleh (1989) mengemukakan ada 3 (tiga)
dimensi pembangunan hukum nasional yang patut mendapat perhatian,
yaitu dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan, dan dimensi
penciptaan. Tatanan hukum yang ada harus tetap dipelihara,
sekalipun sudah tidak sesuai lagi, sepanjang tatafar hukum baru
belum dapat diciptakan. Itu untuk mencegah tiwEylnya kekosongan
undang-undang. Sementara itu, usaha unZuk“iieningkatkan dan
menyempurnakan tatanan hukum yang ada {dilgkukan untuk bagian-
bagian tertentu yang‘tidék cocok dayf Liddk sesuai lagi dengan
keadaan. Dimensi itu diperlukan agar ®Batdnan hukum yang ada tidak
perlu dibongkar keseluruhannyd Dimensi penciptaan berarti
dimensi dinamika dan kreativitysSy/ Pada dimensi ini diciptakan
perangkat peraturan pexurndiang-undangan yang baru, yang
sebelumnya memang belum pe¥nah” ada.

Landasan atau dasabfddsar pokok kebijaksanaan hukum nasional
tersebut, ternyata\ Wshwa pembangunan dibidang hukum harus
diarahkan kepadas pertingkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum
nasional antar@\lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi,
dan unifikasi\ kukum pada bidang-bidang tertentu, dengan jalan
memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Upaya kodifikasi hukum tersebut sesungguhnya bermaksud
mengganti tata hukum yang kini berlaku - yéng dibuat oleh
pemerintah kolonial - dengan tata hukum baru yang benar-benar
mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan usaha
ini, timbul masalah, sistem hukum mana yang mewakili kesadaran
hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan

hukum nasional. Hal ini disebabkan, karena hingga saat 1ini
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terdapat tiga sistem hukum yang mempengaruhi atau merupakan
sumber dari tata hukum positif Indonesia, yaitu sistem hukum
adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Untuk
mengetahui sistem hukum mana yang merupakan pencerminan kesadaran
hukum masyarakat masa kini dan untuk masa akan datang, perlu
dilakukan suatu telaah atau kajian yang mendalam.

Khusus dibidang kodifikasi hukum perdata sering banyak
dilakukan penelitian-penelitian baik oleh Departemen Kehakiman
maupun berbagai perguruan tinggi. Namun bidang hukum perdata
waris, terutama menyangkut hukum kewarisan Islam dan adat
masih langka dilakukan penelitian-peneltian yang nf®madai.

Bertolak dari alasan tersebut, penulisg\grentdba mengkaji
dengan maksud untuk mengetahui apakah penemdan)penemuan penting
yang dilakukan oleh Soepomo pada lebih usang setengah abad
lampau itu masih mencerminkan kesdd¥rafi hukum masyarakat
pedesaan di Jawa Barat atau memang{ t@Zjadi perubahan, sebagai
akibat perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, yang
banyak mempengaruhi kesadaragn «Hukum masyarakat di daerah

tersebut.

2, Perumusan Masalah
Dengan mengacu ©ada latar belakang di atas, masalah yang
akan menjadi focuseperfdtian di tulisan ini adalah:
a. Hukum waris apakal’ yang berlaku ?
b. Sejauh mana peéwérapan waris adat dan hukum waris Islam ?
€. Sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat, khusus di

bidang hukum waris,

3. Tujuan Penulisan
Penulisan studi pustaka ini bertujuan untuk:
a. Mengkaji dan menelaah hukum waris apakah yang berlaku
Mengkaji dan menelaah sejauh mana penerapan hukum waris adat

dan hukum waris Islam.
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c. Mengkaji dan menelaah sejauh mana tingkat kesadaran hukum

masyarakat, khususnya di bidang hukum waris.

4. Metode Penulisan

Metcde yang digunakan dalam penulisan studi pustaka ini
didasarkan pada bahan-bahan yang dikumpulkan melalui literatur-
literatur, data sekunder dari berbagai instansi, 3jurnal, teks

book dan sebagainya.
BAB II. PENDEKATAN TEORITIS

a. Pola Pemikiran Teoritis

Dapat diketahui bahwa hukum yang muliaNpektrama berlaku dan
merupakan pencerminan kesadaran hukum _sakyat Indonesia ialah
hukum adat. Untuk jangka masa yang gukQplama hukum adat ini
sebagai suatu norma hukum, bersama-sémavdéngan norma-norma sosial
lainnya dan norma agama Hindu, smemarnkan peranannya berfungsi
sebagai alat pengendalian sosiad

Agama islam memasuki Indoheg€sia sekitar abad XIII melalui
pulau Sumatera. Dari puffanuBvini terus berkembang ke wilayah-
wilayah lain, termasul jmuTau Jawa. Di Jawa Barat, pusat-pusat
pengembangan agama{ dsldm ini diketahui melalui aktivitas
perdagangan, juga*™amealalui perkawinan, kebatinan dan kesaktian,
pengobatan, kegerdar, arsitektur, dan pendidikan. Dalam waktu
yang relatifesipngkat, agama Islam berhasil mendesak agama Hindu
berkat usaha patra Wali.

Banyak diantara mereka bahkan memberlakukan hukum Islam
dalam hubungan hukum sehari-hari. Kebiasaan ini kemudian
dilakukan pula oleh para generasi berikutnya hingga kedatangan
para penjajah dari benua Eropa. Atas dasar itulah, para ahli
hukum Belanda menganggap, bahwa sebelum dan sesudah tahun 1300 di
Indonesia berlaku hukum Islam. Pandangan ini wmelahirkan sebuah

teori yang disebut receptio in complexu yang dipelopori oleh ahli
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hukum Belanda seperti C.F. Winter, Solomon Keyzer, dan mencapai
puncak ketenarannya melaluilL.W.C van den Berg.

Namun ajaran teori receptio tidak bertahan lama, sebagai
penggantinya dikemukakan oleh Snouck Hurgronje teorinya bernama
heori receptie.Teori ini membicarakan bahwa hukum vang hidup
dan berlaku di kalangan rakyat Indonesia (pada waktu itu: bumi
putra) adalah hukum adat. Hukum Islam meresepsi terhadap
hukum adat. Hukum Islam hanya mempunyai kekuatan berlaku jika
hukum adat menghendakinya. Ajaran inilah yang kemudian digunakan
dasar untuk menentang isi pasal-pasal yang termuat di dalam
Regeerings Reglement (RR) tahun 1855 oleh van Vollenhoven beserta
para pengikutnya.

Kritik-kritik para ahli hukum adat tersebhut rampaknya cukup
berhasil. Itu terbukti dengan adanya perwbahdn dalam politik
hukum kolonial, yaitu tercermin dengan didndangkannya Staatsblad
1906: 364, diberlakukan di ﬁindia Belandl} /MAengan Staatsblad 1907:
204, yang mengubah bunyi pésal 75 BR lamia menjadi "..... diikuti
peraturan hukum yang berhubungan/ /dengan dengan agama dan
kebiasaan itu".

Sehubungan dengan hal teécrsebut, bahwa hukum adat dan hukum
Islam memiliki taraf ydhgesejajar dalam daya berlakunya di
Indonesia. Sebaiknya, ¢daya” berlaku sesuatu sistem hukum tidak
disebabkan oleh meresepsihya sistem hukum tersebut pada sistem
hukum yang lain )\ “Setapi- hendaknya disebabkan oleh adanya
kesadaran hukum\megyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistem
hukum itulah yah§ berlaku. Dengan anggapan ini, maka akan tampak
bahwa di antara sistem hukum adat dan Islam terdapat kemungkinan
berlaku seiring sejalan dalam suatu masyarakat tertentu.
Pemikiran ini kenyataannya berlaku pada masyarakat Minangkabau
misalnya, dalam pewarisan harta pusaka berlaku hukum adat, sedang
harta sepencarian berlaku hukum Islam.

Seperti dikemukakan oleh Soepomo (1955), “Hukum adat adalah

suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang
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nyata dari rakyat". Oleh sebab itu maka hukum adat bersifat

dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan

perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl von

Savigny, hal tersebut disebut Volksgeist (jiwa bangsa).

Volksgeist berbeda-beda menurut tempat dan zaman, yang dinyatakan

dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat. Dalam

perkembangan itulah maka dapat‘diperkirakan bahwa hukum adat akan
terpengaruh oleh hukum Islam, faktor struktur sosial, dan faktor
proses sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, KXohler mengatakan
", law as social fact, inseparably connected wilth.the culture
of societies". Sehubungan dengan itu, dia mengenhiwakan :

{a) Cultural wvalues must be protected; new fdrm also must be
developed.

(b) It is the task of the law, bage“on appropriate jural
postulates, to provide a contéxb/ithin which cultural
values may flourish and develsp. ThGs will the law assist in
the task of the creation ofpnew/values.

(c) Jural postulates are MAgoQiéty’'s ideas of right given

expression in legal ip®tidufions".

Secara sederhana{dapat dikatakan, bahwa penyelidikan hukum
dapat dilakukan dengan Cdra mempelajari proses terbentuknya norma
hukum dari kebiasawn‘kebiasaan masyarakat, atau dengan cara
mempelajari timb®lhya kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai
akibat adanya sUatu norma hukum.

Bertitik tolak dari penemuan Scepomo, sekitar lima puluh
tahun lalu, tenténg hukum adat Jawa Barat, khususnya dalam bidang
kewarisan, yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan
sebagian kecil hukum Islam, serta memandang hukum adat sebagai
hukum dinamis, maka dapat diperkirakan bahwa hukum kewarisan adat
akan terpengaruh oleh hukum kewarisan Islam, faktor struktur, dan
faktor proses.
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Dengan memisahkan adat yang mempunyai akibat-akibat hukum,
dalam arti merupakan keputusan-keputusan yang berwibawa dari
kepala-kepala adat, dari adat yang tidak mempunyai akibat hukum,
maka hukum kewarisan yang hidup dalam masyarakat belum tentu
merupakan hukum kewarisan adat. Hal tersebut dapat terjadi karena
masyarakat tumbuh dan berkembang secara dinamis, sehingga
perasaan hukum terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya pun
akan bergerak secara dinamis pula.

Hal tersebut ditegaskan kembali pada Ketetapan MPR
No.II/1988, yaitu pada Bagian UMUM, Arah dan Kebijakan
Pembangunan Pola Umum Pelita Kelima, yang menyataken:

"Kepastian dan ketertiban hukum yang berintikar) keadilan dan
kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukym ‘berar-benar mampu
menjadi pengayom masyarakat, memberi 3£93 /aman, menciptakan
lingkungan dan iklim yang mendorong\Xegdirahan, kreativitas
dan partisipasi masyarakat dalam gewbarigunan, serta mendukung
kemantapan stabilitas nasional, Sehdbungan dengan itu perlu
dilanjutkan upaya pembaharuvap/ hukum serta peningkatan
kemampuan dan peningkatdn (aparatur pemerintah, terutama
aparatur penegak hukume Ngserta ditingkatkan kesadaran hukum
dalam masyarakat".

Untuk mengetahyl, hukum mana yang merupakan pencerminan
kesadaran hukum magyarafcat masa kini dan untuk masa akan datang,
perlu dilakukan pwiklitian yang mendalam secara berkesinambungan.

Hukum bukag\sdja merupakan gejala normatif, melainkan juga
merupakan gejadrd sosial atau empiris. Hal tersebut diketahui dari
pengertian hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja
(1975), yaitu: )

"Jika kita artikan dalam arti yang luas maka hukum itu tidak
saja merupakan keselurﬁhan asas-asas dan kaidah-kaidah vyang
mengatur kehidupan wmanusia dalam masyarakat, melainkan
meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses

yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



80584 .pdf

Dengan lain perkataan suatu pendekataan yang normatif semata-
mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan
pembinaan hukum secara -menyeluruh",

Hukum sebagai gejala normatif dan gejala sosial atau empiris
dapat pula disimpulkan dari pendapat Jellinek, bahwa hukum
sebagai gejala normatif dapat dilihat dari kata-kata "asas-asas
dan kaidah-kaidah" pada penéertian hukum di atas, sementara
hukumsebagai gejala sosial atau empiris dapat dilihat dari kata-
kata "lembaga-lembaga dan proses-proses".

Politik hukum Indonesia, telah cukup jelas bahwa dalam
upaya pembentukan, penggantian, dan perubahan hukyfpharus benar-
benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, Sgeedaran terhadap
nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan demikiwn Jmaka hukum adat,
hukum Islam, hukum kebiasaan, dan hulklt /V¥Barat" mempunyai
kedudukan yang penting dalam pembentukafi ¥at4d hukum nasional.

Sedangkan konsep hukum kewardsdw/Tslam mengandung arti
seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari
Seseorang yang telah meninggale kepada orang yang masih hidup,
yang ketentuan-ketentuan terghbut berdasarkan kepada wahyu Ilahi
yang terdapat dalam Al-Qus~ an ~dan penjelasannya yang diberikan
cleh Nabi Muhammad SAW DBafam istilah bahasa Arabnya disebut
Faraid.

Namun demikian yarfy dimaksud dengan hukum kewarisan (waris)
adat, ialah berabuman-peraturan yang mengatur proses meneruskan
serta mengoperkanh, barang-barang yang berwujud harta benda atau
yang tidak be®®Gjud benda dari suatu angkatan manusia kepada
keturunannya. Proses ini berlangsung ketika orang-tua masih
hidup. Meninggélnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa
penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi
secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan
bukan harta benda tersebut.

Dalam penulisan ini, kajian hukum kewarisan, yang akan

dibahas tidak terbatas pada harta pusaka atau harta sepencarian
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saja, akan tetapi kedua macam harta tersebut. Oleh karena hingga
saat ini belum diketahui dari berbagai literatur secara pasti
apakah terhadap kedua macam harta tersebut, di Jawa Barat,
berlaku ketentuan yang berbeda seperti halnya di Minangkabau.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka kerangka
teoritis dan konseptualisasinya dalam lingkup hukum kewarisan
nasional, lihat gambar. .

Hukum Politik
Kewarisan . Hukum
— | Adat

Hukum , '
Kewarisan 41 |
Islam + +

Praktek

Pewarisan N o/

Masyarakfij

e —————r—
Faktor T 4
Struktur |
Sosial I

v
Faktor Hukum
Proses Y AV Kewarisan
Sosial Nasional
.}
Gambar 1.

Kerangka Teoritis dan konseptualisasi
dalam lingkup Hukum Waris
Gambar di étas tercefmin, bahwa hukum kewarisan yang hidup
dalam masyarakat dipengaruhi oleh 1lima variabel, yaitu hukum
kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, faktor struktur sosial,
faktor proses sosial, dan politik hukum. Suatu variabel tertentu

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi variabel lainnya.
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Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran tentang praktek
pewarisan pada masyarakat, dilakukan kajian terhadap variabel-
variabel yang bersifat normatif dan empiris, yang secara nyata
memberikan corak terhadap praktek pewarisan tersebut.

Untuk melihat variabel, yang bersifat empiris, dalam praktek
pewarisan masyarakat maka dikaji proses timbulnya aspek normatif
dari fakta-fakta yang bersifat empiris tersebut.

Dengan melakukan kajian terhadap fakta-fakta empiris, yang
berlangsung secara berulang serta dirasakan oleh masyarakat
sebagai hal yang sudah seharusnya, dan proses timbulnya aspek
normatif pada fakta-fakta tersebut diharapkan dapqbemenggambarkan

hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat.

b. Beberapa Teori

Beberapa teori yang digunakan daf¥am rangka kajian ini,
sebagai landasan pemikiran dan alét N\ifalisis, adalah sebagai
berikut.

1. Teori Socepomo

Pandangan Soepomo {(¥$83 ~tentang hukum adat adalah "suatu
hukum yang hidup, karep@)ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata
dari rakyat, serta Mukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh
serta berkembang gejglan dengan perkembangan masyarakat".

Temuan Soepodmd fersebut bila ditelusuri dilandasi pemikiran
F.C. von Savighyvdengan mazhab sejarah dan kebudayaannya dan van
Vollenhoven. OI€h sebab itu, maka hukum adat bersifat dinamis dan
akan tumbuh serta berﬁembang sejalan dengan perkembangan
masyarakatnyaf Dalam bahasa Friedrich Carl wvon Savigny, hal
tersebut disebut Volksgeist (jiwa bangsa). Volksgeist berbeda-
beda menurut tempat dan zaman, vyang dinyatakan dalam bahasa adat-
istiadat dan organisasi sosial rakyat.

Hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai

akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari
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kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat
hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan
yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian
menjadi perilaku sehari-héri merupakan adat atau hukum adat., Hal
tersebut sejalan dengan pemikiran Scepomo, yaitu.
"l dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan
banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah
itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah
dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat.
Meskipun jumlah perbuatan yang sama di dalam daerah yang
bersangkutan itu hanya ada dua, apabila perbud&een itu benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal wnag memang sudah
seharusnya, maka dari dua fakta itu sWdah” /dapat ditarik
kesimpulan adanya suatu_norma hukum",
Atas pemikiran Soepomo terse¥u¥, /Soerjono Soekanto
mengatakan bahwa:
"Pendapat Soepomo di atas pexlu &igarisbawahi oleh karena
menunjukkan dari sumber mangkah./mukum adat data diungkapkan,
yaitu dari masyarakat ddu §ari pemimpin-pemimpinnya. Ada
kecenderungan bahwa dats®vang diperoleh dari pemimpin-pemimpin
itu terutama menyangklt~nal-hal ideal, yang menurut tradisi
perlu dipertahankafiy ®leh karena itu, data itu perlu sekali
dilengkapi dengan\ Irformasi yang secara langsung diperoleh

dari warga masyaMaKat biasa"

2. Teori Kesada¥an Hukum

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang
sangat penting di dalam -politik hukum khususnya, serta
pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang
direncanakan. Baik dalam Repelita II maupun Repelita III,
kesdaran hukum merupakan salah satu asas daripada pembangunan
nasional di Indonesia. Masalah kesadaran hukum sering kali

diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan
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kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas,
sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung (Soekanto,
1982) . Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara
yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata.
Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu
tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan
sosial hanyalah diperoleh, épabila ketaatan hukum tersebut
didasarkan kepada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil
pencapaian hasrat akan keadilan.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum
atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, Kesadaran hukum
menyangkut masalah apakah ketentuan tertentud benar-benar
berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Ugtyk” menggambarkan
keterkaitan antara kesadaran hukum dengan _Kefdafan hukum terdapat

suatu hipotesis (Kutchinsky,1973), yaita®

"A strong legal consciousness, is%/sometimes considered the
cause of adherence to law (gomefimes it is just another word
for that) while a weak lg§Gal{ consciousness is considered the

cause of crime and evil

Dari berbagai afti\ hukum, salahsatu di antaranya, hukum
diartikan sebagai jarMdan nilai-nilai yang merupakan refleksi
dari suatu masyaydkat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat
kaitannya dengag\késadaran hukum. Hal itu disebabkan kesadaran
hukum merupakal’/suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta
hukum yang dikehendaki atal yang seharusnya ada.

Kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai
persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi
tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang
berlaku. Hukum dalam arti disini menunjuk pada hukum vyang

berlaku dan hukum yang dicita-citakan.
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Dengan demikian, hukum disini meliputi baik hukum yang
tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Contoh hukum Islam dan
hukum adat, walaupun hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal
(hukum tertulis). Akan tetapi, adalah suatu kenyataan, kedua
sistem hukum tersebut serihgkali dijadikan dasar dalam menentukan
suatu tindakan hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan
berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian
masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena
hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu
sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisd&si hukum dalam
masyarakat. Validitas hukum diletakkan padaszdl®sd-nilai yang
berlaku dalam masyarakat.

Menurut Soekanto (1982) terdapat empa¥ )indikator kesadaran
hukum, yang masing-masing merupakap \§U&tu tahapan, vyaitu:
Pengetahunan hukum, pemahaman huklnf /Zdikap hukum, dan pola
perilaku hukum. Namun dari indikator®indikator dalam kesadaran
hukum dipenuhi, maka derajat kesSadaran hukumnya tinggi, begitu
juga sebaliknya. TingginyaAkegGadaran hukum warga masyarakat
mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku, b£Yi&d” juga sebaliknya, apabila derajat
kesadaran hukumnya rgndah, maka derajat ketaatan terhadap hukum
juga rendah.

Apabila dipan8arlg secara sempit, konsepsi kesadaran hukum
seakan masyarakat ferdapatnya peraturan-peraturan hukum terlebih
dahulu sebelum“Kesadaran hukum timbul. Pemikiran tersebut tentu
tidak salah apabila memang suatu peraturan telah ada sebelumnya.
Dalam sudut ﬁandang vang 1lebih 1luas, konsepsi ini dapat
diterapkan dari dua titik pusat. Apabila titik pusat kesadaran
hukum adalah peraturan-peraturan hukum, melalui konsepsi ini
dapat dilihat sampai sejauhmana efektivitas peraturan-peraturan
hukum tersebut dalam masyarakat. Sementara bila titik kesadaran

hukum adalah fakta-fakta sosial, melalui konsepsi ini dapat
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dilihat proses pembentukan hukum dari fakta-fakata sosial

tersebut.

3. Teori Talcott Parsons

Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, 3jadi suatu
tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem
tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas
sejumlah bagian, yang disebut subsistem, yang saling berkaitan
dan saling mendukung. Tiap bagian atau subsistem mempunyai fungsi
tertentu terhadap sistem yang meliputinya. Parsons menyebutkan
adanya empat fungsi, vyaitu:

(1) Fungsi adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhbhdap” situasi dan
lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada kehardsian bagi sistem-
sistem sosial untuk menghadapi lingkungadnyd.

(2) Fungsi pencapaian tujuan (goal atga¥mment), vyang merupakan
pencapaian sasaran atau tujuan/ MaZ/gons beranggapan bahwa
suatu tindakan diarahkan pada Aujuarnya. Namun perhatian yang
diutamakan disini bukanlah tujuat’pribadi individu, melainkan
tujuan bersama para anggofa dalam suatu sistem sosial.

(3) Fungsi integrasi (Igrtdgration) adalah memadukan atau
mengakomodasikan pelldged/ faktor yang terkait pada pencapaian
tujuan. Yang terdiriMdtas penjaminan koordinasi yang perlu
antara unit-uait Ydari sistem sosial berkaitan dengan
kontribusi tiap“wilit pada organisasi dan berfungsinya secara
keseluruhan?

(4) Fungsi peméliharaan pada atau latensi (patterns maintenance
atau Latency) yaitu '~ melestarikan pola-pola yang sudah

terbentuk berdasarkan nilai-nilai.

Dari empat fungsi di atas, fungsi integrasi menempati
kedudukan sentral bagi pengorganisasian masyarakat. Jika
diterapkan model sistem sosial yang dikemukakan Parsons, terhadap

gejala hukum, maka titik berat hukum terletak pada fungsi

14

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



80584.pdf

integrasi. Hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan
sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah
(sistem norma) yang bertugas untuk mengoreksi perilaku yang yang
menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, Jadi kaidah-
kaidah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang
mewujudkan peranan-peranan.tertentu,

Sebagai kerangka orientasi, kaidah-kaidah itu dalam situasi
interaksi tertentu pula kaidah-kaidah ini dapat berperan sebagai
kerangka orientasi perilaku karena berlaku sebagai sesuatu yang
sah. Keabsahan kaidah-kaidah tersebut itu adalah karena ia
dilegitimasi oleh kaidah-kaidah yang lebih umum yafrg.berasal atau
terdapat dalam sistem sosial yang lebih tinggie.'¥aitu sistem
kultural yang pada realitas tertinggi. Keabsahan)dari kaidah yang
lebih tinggi itu bertumpu pada konsensus.t@¢nilang nilai-nilai di
dalam masyarakat (sistem kultural yang Wersumber dari realitas
tertinggi). .

Dengan menganalisis fungsi ipsegrasi, maka akan tampak bahwa
fungsi latensi dari hukum menunsukefd@da pengendalian keterikatan
pada nilai-nilai yang diyakdwi)| 4akni iktan loyalitas. Fungsi
integrasi dari hukum mengniitk pada penafsiran terhadap kaidah
untuk menentukan apakalf Jadd” konsistensi dan apakah kaidah itu
sesuai dengan nilai-@qilai” yang dipandang tinggi dalam sistem
kemasyarakatan yaneg, hersangkutan. Fungsi pencapaian tujuan dari
hukum menunjuk pada “péngendalian terhadap kekuasaan politik.

Kendati deii%dian, fungsi adaptasi dari hukum menunjuk pada
pengendalian ke&kuasaan ekonomi dan sosial. Fungsi integrasi
dengan aspek latensinya mengusahakan agar unsur-unsur dari
sistem, vyakni para warga dalam masyarakat tetap loyal terhadap
tujuan-tujuan dari sistem sebagai keseluruhan yang selalu harus

tetap tertib dan seimbang.
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BAB III. SENDI-SENDI DASAR HUKUM WARIS ADAT
DAN HUKUM WARIS ISLAM

Pembahasan tentang Hukum Waris pada dasarnya menyangkut 3
(tiga) hal pokok, yaitu apa yang merupakan objek pewarisan (harta
peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli waris), dan
bagaimana aturan pembagiannya. Oleh karena itu, pembahasan
dimulai dari sendi-sendi dasar hukum Adat dan hukum waris Islam.

Pembahasan tentang hal-hal tersebut akan dibatasi pada
masyarakat pedesaan Jawa Barat, berdasarkan hukum Adat setempat
dan hukum Islam., Yang dimaksud hukum Adat pada bad®n ini adalah
hukum adat yang ditemukan oleh para ahli jaum meBelumnya, yang
secara lebih khusus adalah penemuan-penemual Socepomo" pada
masyarakat Jawa Barat, seperti tertuldid’ bdda bukunya yang
berjudul Hukum Perdata Adaf Jawa Barat.

Namun demikian, pada bagi@an\b&gian tertentu yang
pengaturannya sudah dibuat secaxa nasional, pembahasan akan
dirujuk pula pada ketentuan-ketentusn tersebut, sehingga dapat
memberikan gambaran tentang p&litiX hukum Indonesia terhadap hal-
hal tersebut.

a. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat

Hukum waris bérKNditan dengan proses pengalihan harta
peninggalan dari\ Bedeorang (pewaris) kepada ahli warisnya,
berkaitan dengal W&l tersebut Soepemo menyatakan bahwa:

"Hukum adat™#waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur
proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan
barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen)
dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses
tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal
dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa

yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak
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mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta
benda dan harta bukan benda tersebut".

Harta peninggalan dibedakan antara yang dapat dibagi-bagi
dengan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta peninggalan yang tidak
dapat dibagi-bagikan, padé umumnya merupakan harta bukan benda,
namun pada beberapa lingkungan hukum adat tertentu dapat pula
berupa harta benda. '

Pada masyarakat Jawa Barat dikenal harta asal suami, harta
asal istri, dan harta sekaya. Ketiga jenis harta tersebut
merupakan harta perkawinan. Meninggalnya salah seorang dari suami
atau istri, dapat pula keduanya, akan mengubah gharta tersebut
menjadi harta peninggalan. Harta peninggalpn)ditulah vyang
merupakan objek kewarisan. Oleh karena itu terl®bih dahulu perlu
diketahui harta -harta apa yang merupakwefl Jharta peninggalan
tersebut.

Soepomo mengemukakan bahwa, "Pu¥aMdd¥am peristiwa-peristiwa
pembagian harta peninggalan tergebut %tidak diperiksa terlebih
dahulu apa yang merupakan barang_dupe kaya dan apa yang merupakan
barang asal, tetapi seluruhpfa (dianggap sebagai kesatuan harta
peninggalan. Dengan kata  sa%n,” seperti ia kemukakan pula pada
bagian-bagian lainnya, S9epanlc bermaksud mengatakan bahwa harta
peninggalan terdiri ddriN\hdrta asal suami, harta asal istri, dan
harta sekaya".

Pada hukum Jawa Barat, pemisahan harta asal masing-masing
dengan harta s&Kaya hanya dikenal selama perkawinan, sementara
sesudah salah™feorang atau kedua suami-istri meninggal maka
kesemuanya itu bersatu menjadi harta peninggalan. Namun demikian,
pada bagian Iainnya, Soepomo pun mengemukakan pula Dbahwa
penyatuan keseluruhan harta tersebut hanya terjadi apabila suami-
istri tersebut mempunyai anak dan tidak mempunyai istri-istri dan
atau anak-anak lain dari perkawinan terdahulu, yang tidak tinggal

dengan mereka. Dengan demikian, sebetulnya Soepomo tetap
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memandang adanya pemisahan harta-harta tersebut, sekalipun untuk
hal yang pertama tidak tampak secara nyata.

"Segala harta keluarga, dengan tidak mengindahkan asalnya,
jadi baik barang asal suémi, barang asal istri, maupun barang
gono-gini, barang pencarian, akan dialihkan kepada anak-anak",
demikian kata Soepomo. Bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki
maupun perempuan, pada dasérnya adalah sama, dengan tidak
membedakan agama yang dianut dan siapa yang lahir lebih dahulu.
Di beberapa daerah memang terdapat kekecualian, yaitu dikenal
adanya istilah sepikul segendong, dimana hak laki-laki adalah dua
kali hak perempuan.

Dari uraian di atas maka alur harta peningsalan dari harta
asal dan harta sekaya dalam hukum adat Jawa daraty, vang dtemukan
oleh Soepomo, adalah seperti ditunjukkan\pida gambar 2. Harta
peninggalan merupakan harta asal spekaris jika 1ia tidak
meninggalkan janda, dan harta selaya/jika dia meninggalkan
seorang janda, keturunan dari keduanys, dan tidak meninggalkan
keturunan lain yang tidak tinggal . M&rsama; atau merupakan harta
asal pewaris dan harta sekay@ Untuk selebihnya. Dalam hal yang
kedua, jika si janda kemaddan” melakukan perkawinan lagi maka
harta peninggalan dipisdPkasf dari harta asal si janda, sehingga
harta peninggalan mexlpakan harta asal pewaris dan harta sekaya

saja.

HARTA A:;;] HARTA SEKAYA HARTA ASAL
‘ |
RN

[ &,
[ HARTA PERKAWINAN

1 ——T

HARTA PENINGGALAN HARTA ASAL

Gambar 2.
Alur Harta Peninggalan dari Harta Asal dan Harta Sekaya

dalam Hukum Adat Lama
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Proses pengalihan harta perkawinan terhadap anak-anak
berlangsung sejak orang-tua masih hidup, melalui cara pemberian
mutlak. Pemberian tersebué pada umumnya dilakukan terhadap anak-
anak yang telah dewasa, dan itu mempunyai sifat sebagai suatu
pewarisan. Hal tersebut dapat dilihat pada proses pewarisan
apabila orang-tua telah meninggal, yaitu harta peninggalan hanya
dibagikan pada anak-anak yang belum memperoleh waris secara
pemberian mutlak. Dalam hal harta peninggalan masih cukup banyak
atau terlalu sedikit, uhumnya penyelesaian dilakukan secara
musyawarah dengan memperhatikan dasar persamaan hak bagi setiap
anak.

Tentang pemasukan kembali pemberian mutlaks, ‘te€rhadap anak-
anak untuk diperhitungkan kembali dalam pembdagian waris, Subekti
(1990) menyebutkannya sebagai suatu kewaijitadn)

Penetapan objek dari harta penipg¥alan untuk setiap ahli
waris pada dasarnya berpijak pada\sfas manfaat atau asas
pemanfaatan., Bagian waris yang didapay’ oleh seorang ahli waris,
sedapat mungkin, akan berupa barang yang sangat dekat manfaatnya
dengan kehidupannya, sebagad\ mpdal penghidupan. Sebagai misal,
seorang anak yang rajinbertani cenderung mendapatkan lahan
pertanian.

Dalam hukum ad@pr waris, anak-anak merupakan ahli waris
utama. Perkara-pemkara waris, yang timbul, biasanya disebabkan
tidak adanya anak “é&ndung. Anak yang lahir di luar perkawinan
(anak jadah), teyxmasuk kategori anak kandung dari ibunya.

Tentang Kedudukan janda, kecuali Priesterraad, baik Soepomo,
Ter Haar, Landrad, maupun Raad van Justitie mengemukakan bahwa,
menurut hukum adat Jawa Barat, janda tidak merupakan ahli waris
dari suaminya. Janda dipandang sebagai orang luar sehingga tidak
merupakan ahli waris dari suaminya. Itulah seperti yang penulis
kemukakan di atas, bahwa pada dasarnya Soepomo pun tetap mengakui
adanya pemisahan antara harta asal masing-masing suami istri dan

harta sekaya. Namun semuanya sepakat bahwa janda mempunyai
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kedudukan yang istimewa, yaitu berhak tetap tinggal di rumah
tangga dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan
suaminya, baik harta asal maupun harta sekaya, selama ia.
memerlukan untuk kehidupannya. Dengan kedudukannya yang istimewa
tersebut maka janda dapat menahan kembalinya harta asal suaminya
pada keluarganya, dalam hal tidak terdapatnya anak dan janda
tersebut tidak kawin lagi. '

Dalam hal terdapatnya anak, terdapat banyak ragam aturan
vyang diterapkan dalam -hal pembagian dan pemakaian harta
peninggalan (Soepomo), yaitu:

1. harta peninggalan (barang asal dari pihak suaffy,. barang asal

dari pihak istri dan barang gono-gini) dibagi-bagi antara
segala anak-anak. Si Janda (ibu) berdiam\ pdda salah seorang
anaknya dan dipelihara oleh segala apaR€ahdk atau cukup oleh
anak yang ditumpanginya.
Janda (ibu) tidak mendapat bagfan/sedikit pun dari harta
peninggalan tersebut, 5uga tidak dari barang asalnya sendiri
dan juga tidak wmenuntut uptukiftendapat bagian, oleh sebab
kehidupannya telah terjami;

2. mungkin pula si jafida\ Mmendapat sebagian dari harta
peninggalan, misalnyd Jselddah rumah dan sebidang sawah, mungkin
barang yang dibdgiken kepada janda itu kebetulan masuk
golongan barangs gsainya suami, sedang barang-barang lainnya
dibagi-bagi anbda¥a anak-anak;

3. kemungkingn Yain, ialah bahwa suami telah mewariskan sebidang
sawah yang nilasuk golorngan barang-asalnya suami sendiri, dan
sebuah rumah yang wmasuk golongan barang gono-gini, kepada
istri, sehingga setelah suami itu meninggalf sisa dari harta

peninggalannya dibagi-bagi antara anak-anak.
Apa yang diuraikan diatas, mengenai kedudukan janda
perempuan, pada dasarnya berlaku pula bagi janda laki-laki

(duda) . Namun dalam kenyataannya, janda laki-laki pada umumnya
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masih mampu untuk mencari’ nafkah sendiri sehingga tidak begitu
tergantung pada harta peninggalan istrinya.

Seperti telah diuraikan di muka, Soepomo dan Ter Haar
memandang bahwa, di Jawa Barat, pengangkatan anak tidak
~memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang-
tuanya sendiri. Tentang kedudukan anak angkat terhadap harta
peninggalan orang tua angkatnya, Soepomo maupun Ter Haar sepakat
mengatakan sebagai bukan ahli waris. Namun Soepomc menyebutkan
bahwa, menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat sepatutnya
mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya, bahkan ada
anak kandung sekalipun.

Sehubungan dengan itu, Soepomo menilaij |[putdsan Landrad
Purworejo, 25 Agustus 1937, dan Kamar III R@ad)y van Justitie, 24
Mei 1940, yang memutuskan bahwa harta gonongini jatuh pada janda
dan anak angkat , jika -tidak terdapaw( drak- kandung, sebagai
putusan yang tepat. Dalam hal ini, pén¥li#s menilai Soepomo kurang
konsisten terhadap pengertian harta “peninggalan, yaitu disatu
kesempatan dia memandang harta_peninggalan sebagai keseluruhan
harta perkawinan, tetapi diAlain kesempatan dia memandang harta
peninggalan terbatas padafwakta asal.

Dengan demikian, /)segérti juga dikutip oleh Soepomo,
Djoycdigunc dan Tirtgwimata (1942) menyebutkan bahwa anak angkat
menerima "air darisdyav¥sumber air”.

Seperti telah\ pula dikemukakan di atas, putusan Landrad
Tasikmalaya, %6\ September 1903, memuat pertimbangan, bahwa
"menurut kebidgaan di daerah itu anak tiri atau anak angkat,
bilamana tidak ada anak kandung, sepenuhnya dipandang sebagai
anak kandung". Namun pada putusan Raad van Justitie, 17 Maret
1939, dikatakan bahwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak
tiri. Kedua putusan tersebut secara nyata berbeda. Adanya
perbedaan tersebut dapat ditafsirkan dari 2 (dua) segi, yaitu
menunjukkan adanya keragaman aturan dalam hukum adat, atau

menunjukkan adanya perkembangan aturan dalam hukum adat.
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Kedua putusan tersebut diinvertarisir oleh Soepomo, sehingga
ia mengatakan bahwa: ,

"Harta peninggalan jatuh kepada anak sebagai waris dan janda

serta anak angkat, mungkin pula anak tiri, sebagai anggota rumah
tangga yang ditinggalkan oleh si mati".
Dari perkataannya tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa
perpindahan hak atas harta peninggalan dapat terjadi pada ahli
waris (anak) atau terhadap anggota rumah tangga (janda, anak
angkat, atau anak tiri)., Apabila proses perpindahan yang pertama
penulis namakan pewarisan, penulis tidak tahu persis istilah apa
yang digunakan Soepomo untuk proses perpindahan y@ng kedua. Namun
demikian, dengan memperhatikan asas tidak mensanfarkan anggota
keluarga yang bukan ahli waris, maka prodes) perpindahan yang
kedua tersebut penulis namakan keterwasiWasi/ Hilman Hadikusuma
(1990) menyebut orang yang bukan ahl4 “aris tetapi mendapatkan
bagian harta peninggalan sebagai or#ng\yang kewarisan.

Dengan demikian, maka harta~ peninggalan terbagi menjadi 2
(dua) macam, yaitu harta wanigam//dan harta jaminan keluarga.
Harta warisan merupakan havla peninggalan yang menjadi hak para
ahli waris, sementara h&tt® “jaminan keluarga merupakan harta

peninggalan yang menjddi-~fak anggota keluarga lainnya (janda,

anak angkat, dan afigk Wiri), yaitu seperti ditunjukkan pada
gambar 3.
HARTA PENINGGALAN
WARISAN [ JAMINAN KELUARGA
v . l
AHLI WARIS ANGGOTA KELUARGA
Diagram 3.

Perpindahan Harta Peningkatan
terhadap Ahli Waris dan Anggota Keluarga
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Apabila Soepomc dan Ter Haar konsisten terhadap kedudukan
anggota keluarga (janda, anak angkat, dan anak tiri) sebagai
bukan ahli waris tetapi mempunyai kedudukan yang istimewa, yaitu
berhak tetap tinggal di rumah tangga dengan hak untuk memegang
harta peninggalan selama ia memerlukan untuk kehidupannya, maka
harta jaminan keluarga merupakan hak pakai yang dimiliki anggota
keluarga, yang bukan anak, atas harta peninggalan. Itu berarti,
mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan pengasingan terhadap
harta peninggalan tersebut.

Dari uraian di atas, nyatalah bahwa pada hukum adat waris
Jawa Barat, seperti ditemukan Soepomo limapulth, tahun lalu,
pihak-pihak yang merupakan ahli waris adalah =k2rabat dari si
mati. Kerabat yang dimaksud adalah kerabat 8allm garis keturunan
ke bawah dan ke atas. Hukum waris adat Jawd JBdrat tidak mengenal
penarikan garis keturunan ke samping, 4e¥api mengenal penggantian
kedudukan. Oleh karena itu anak kansun§g fienempati urutan pertama,
dengan pengganti semua keturunapsya; .drang tua menempati urutan
kedua, dengan pengganti semua ketwiunannya; kakek/nenek menempati
urutan ketiga, dengan pépgyanti semua keturunannya, dan
seterusnya. Urutan pep@tapan ahli waris tersebut apabila
digambarkan akan menyexuba¥/suatu susunan tenda (kemah), sehingga
penulis namakan "Tenfa-suSun Waris Adat", yaitu seperti terlihat
pada gambar 4.

Dengan demikrarf, jika ada ahli waris tingkat pertama dan
atau keturunanfhye, maka hak waris ahli waris tingkat kedua dan
seterusnya menjadi tertutup. Begitu pula, jika tidak ada ahli
waris tingkat pertama dan atau keturunannya, tetapi ada ahli
waris tingkat kedua dan étau keturunannya, maka hak waris ahli
waris tingkat ketiga dan seterusnya menjadi tertutup, dan

seterusnya.
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LN

# Gambar 4. 4

”'

— Tenda-gusun Waris Adat
Keterangan:
P Pewaris
1 : Ahli waris tingkat pertama (Anak)
2 : Ahli waris tingkat kedua (Orang-tua)
3 : Ahli waris tingkat ketiga (Kakek/nenek)
@ : Ahli waris pengganti (keturunan ahli waris)

: Garis penggantian kedudukan

Kedudukan saudara dalam hukum adat waris (J4#d  Barat bukan
sebagai ahli waris pokok, melainkan sebagai dhWli waris pengganti
orang-tua. Dengan demikian hak waris saud@yawfkan tertutup jika
orang-tua pewaris masih ada.

Dalam prakteknya, proses pewafiéaly pada masyarakat Jawa
Barat dilakukan dengan cara pembér%an” mutlak. Sementara untuk
harta peninggalan lain yang belum dibagikan, pada umumnya ketika
pewaris masih hidup telah dibud@™hibah wasiat atau wasiat tentang
siapa-siapa yang diberi halt atas harta peninggalan tersebut dan
berapa besar bagian masiné-masing. Terutama sekali itu diberikan
terhadap anggota kelw@fgya yang secara adat tidak dipandang
sebagai ahli waris) ‘Geberti janda, anak angkat, dan anak tiri.
Sehingga hibah yagTar oleh Ter Haar (1981) dipandang mempunyai
fungsi lain, yaltud/untuk mengadakan koreksi terhadap hukum waris
abintestato Memrurut peraturan-peraturan tradisional atau agama,
yang dianggap tidak memuaskan lagi oleh pewaris,

Dari uraian di atas, dapatlah penulis katakan bahwa asas
manfaat dan pemanfaatan dalam hukum adat waris dapat dipandang
sebagai suatu keluhuran yang sekaligus merupakan kelemahan dari
hukum adat waris. Keseluruhannya adalah memperhatikan kepentingan
nyata dari setiap ahli waris dan memberikan perlindungan terhadap
anggota keluarga yang bukan ahli waris, sementara kelemahannya

adalah tidak menjamin kepastian hukum bagi ahli waris dalam hal
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terdapatnya anggota keluarga yang bukan ahli waris. Itu terjadi
karena memungkinkan tertundanya pembagian waris dalam waktu cukup
lama sehingga status harta peninggalan menjadi mengambang dan
satuannya menjadi kabur bagi pihak-pihak lain yang kemudian
berkepentingan. Sebagai contoh, dari kasus-kasus dari berbagai
sumber, banyak orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya yang
tidak mengetahui secara persis harta peninggalan kakeknya yang
merupakan bagian orang tuanya, karena harta peninggalan tersebut
masih dikuasai oleh nenek dan atau paman tiri.

Dengan bertitik-tolak dari kepatuhan bahwa anggota keluarga
vang bukan ahli waris jangan diterlantarkan, (@an barangkali
lembaga hibah dipandang kurang praktis,N\Jmakd terjadilah
pergeseran nilai dalam hukum adat warisNJawzf BRarat tentang
kedudukan anggota keluarga yang bukanNalYi waris. Hal itu
terbukti dari putusan Makamah AgupgN17/ Februari 1959 yang
menetapkan janda mendapat setengabd bagtan dari harta sekaya ,
putusan Makamah Agung No.302 K/S$ip/1960. dan 320 K/Sip/1960 yang
menetapkan janda sebagai ahli warie/ dan putusan Makamah Agung 28
Juli 1964 yang menetapkan/duda” dan anak angkat sebagai ahli
waris.

Tentang kedudukan/jandda sebagai ahli waris, Wirjono (1976)
menyebutkan bahwa s@bal¥%nya suami-istri saling mewaris seperti
dalam hukum wamis, "Zslam. Demikian pula, Subekti (1990)
menyebutkan adanya®tendensi untuk menjadikan janda sebagai ahli
waris dari syathinya, bersama-sama dengan anak.

Dengan ddanya perkembangan tersebut maka alur harta
peninggalan dari harta asal dan harta sekaya dalam hukum adat

lama, yaitu seperti ditunjukkan pada gambar 5.
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HARTA ASAL HARTA SEKAYA HARTA ASAL

_ll#
HARTA PERKAWINAN

711 ,
+ ¢ -Ll

HARTA PENINGGALAN HARTA ASAL

Gambar 5.
Alur Harta Peninggalan dari Harta Asal dan
Harta Sekaya dalam Hukum Adat Baru

Dengan demikian maka harta peninggalan per\pakan harta asal
pewaris dan setengah bagian harta sekayd, /sementara setengah
bagian lagi merupakan bagian untuk jafdass Sehingga itu dapat
disatukan dengan harta asalnya. Kembadhifya harta asal janda dan
setengah bagian harta sekaya terhadap janda merupakan perluasan
penerapan cara pembagian yang* gama dalam hal terjadinya
perceraian. Perkembangan téryebut penulis pandang sangat
rasional, bukanlah kematiag pGn merupakan salah satu sebab
putusnya perkawinan.

Namun mendudukan/jdndd dan anak angkat sebagai ahli waris
dalam hukum adat wanisy/ penulis memandang bahwa penetapan ahli
waris dalam huktm\ adat waris dilandasi oleh alam pemikiran
konkret masyarakat /adat Jawa Barat tentang keterkaitan langsung
antara pewarisw/ahli waris, dan harta peninggalan. Keterkaitan
itu digambarkan pada gambar 6.

Pewaris -

. Ahli Waris
N —>

(]
Harta Peninggalan

Gémbar 6.
Landasan Penetapan Ahli Waris dalam Hukum Adat
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Atas dasar pemikiran itulah, maka ahli waris dalam hukum
adat waris diprioritaskan terhadap mereka yang mempunyai
keterkaitan langsung dengan pewaris dan harta peninggalannya.

Tentang hal-hal yang perlu didahulukan sebelum pembagian
waris, menurut hukum Adat Jawa Barat, adalah segala biaya yang:
diperlukan untuk penguburan pewaris dan penyelenggaraan upacara
lainnya, serta pelunasan semua hutang pewaris, jika ada. Dalam
hal harta peninggalan tidak mencukupi untuk pelunasan hutang
pewaris, tidak ada satu pun ketentuan yang dapat memaksakan ahli
waris untuk melunasi hutang tersebut. Namun demikian, apabila
para ahli waris untuk melunasi hutang tersebut. Ramun demikian,
apabila para ahli waris mempunyai kemampuan untul=mbiunasi hutang
tersebut, pada umumnya hutang tersebut akan)dilunasi. Dasar
pemikiran hal tersebut adalah karena ma§yarakat Jawa Barat
mengenal peribahasa ulah paeh mawa huralg A(Jangan mati membawa
hutang) .

b. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Jslam

Bagi umat Islam masalah waris/tidak saja merupakan proses
penerusan atau pengoperaid, lak dari seseorang terhadap
keturunannya, melainkan mgrupakan salah satu ibadah yang pihak-
pihak penerima warisnya/£kledt ditentukan.

Mohammad Daud 2dj ™1990) mengemukakan bahwa "Asas hukum
kewarisan Islam yang, Wapat disalurkan dari al-Qur’an dan as-
Sunnah, seperti_ywilg/disinggung di muka, diantaranya adalah (1)
ijbari, (2) bida%egral, (3) individual, (4) keadilan berimbang,
dan (5) akibat kematian".

Asas ijbari mengandung suatu kepastian‘akan terjadinya
peralihan harta peninggalan setelah orang meninggal dunia
(pewaris) terhadap orang-orang tertentu (ahli waris), yaitu
mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan
pewaris, dan jumlah bagian waris setiap ahli waris telah
ditentukan dengan pasti. Dengan begitu, peralihan harta

peninggalan, siapa yang berhak, dan berapa bagiannya masing-
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masing, menurut hukum waris Islam tidak tergantung pada kehendak

si pewaris, apalagi pada kehendak para ahli waris, melainkan

tergantung pada kehendak Allah Swt. karena semua yang ada di

langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Swt. seperti disebutkan

dalam al-Qur‘an surat 45:27, 48:14, 53:31, dan 57:10.

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak
kewarisan dari pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan.
Asas ini dapat dilihat, antara lain, pada al-Qur’an surat 4 (an-
Nisa) ayat 7, 11, 12, dan 176.

Asas individual beréﬁti, bahwa harta peninggalan diberikan
terhadap ahli waris untuk dimiliki secara peroran@an.

Asas keadilan berimbang berarti harusaida keseimbangan
antara hak dan kewajiban, antara hak yang\diperoleh seseorang
dengan kewajiban yang harus dilakukannya\¢Dadd Ali selanjutnya
mengemukakan bahwa "Dalam sistem o Réwafisan Islam, harta
peninggalan yang diterima oleh abl 1€ fdris dari pewaris pada
hakekatnya adalah pelanjhtan tangggurig-jawab pewaris terhadap
keluarganya. Oleh karena ‘itu, Jagiéfn yang diterima oleh masing-
masing ahli waris berimbapG dergan perbedaan tanggung jawab
masing-masing ahli warig~Perimbang dengan perbedaan tanggung
jawab masing-masing terM3dayg keluarga”.

Asas akibat kemgtiaw berarti, bahwa kewarisan hanya terjadi
kalau ada yang meninyg¥l dunia. Ini berbeda dengan kewarisan pada
hukum adat waris$, \yang memandang proses pewarisan dapat pula
berlangsung pada\saat pewaris masih hidup.

Sehubungal¥/dengan hal-hal di atas, dapatlah dikatakan bahwa
dalam Islam, pewarisan mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu:

1. Tirkah, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-
biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan
wasiat.

2. Muwarrits (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia.

3. Warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau

menerima harta peninggalan pewaris.
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Pengertian harta asal dalam Islam pada dasarnya sama dengan
pengertian harta asal pada hukum adat. Begitu pula pengertian
tentang harta sekaya. Kedua jenis harta tersebut tidak saja
dikenal pada masa perkawinan, melainkan sesudah salah satu atau
kedua suami istri tersebut meninggél dunia. Harta peninggalan si-
mati merupakan harta yang secara nyata merupakan hak si mati,
oleh karena itu harta peninggalan merupakan gabungan antara harta
asal si mati dengan harta sekaya yang merupakan hak si mati.

Namun demikian, harta sekaya perlu dilakukan pemisahan
terlebih dahulu, mana yang merupakan hak si mati dan mana yang
merupakan hak jandanya, jika masih ada. Ketentuan g{yang digunakan
untuk menetapkan bagian masing-masing suami #skrd antara lain
tercantum pada Al-Qur’an, surat 4 (an-Nisa) Wyat 32 dan 34.
Bagian suami lebih besar dari bagian ist®yd, dengan penafsgiran
pada ayat-ayat lainnya, itu adalah 2V v, Perbandingan ini
disebabkan suami pada umumnya adalah{y&nd mencari nafkah. Namun
apabila si istri turut pula mencari ndafkah, beberapa ahli ada
yang memberikan kelonggaran perhandiiidan tersebut adalah 1 : 1.

Dengan mengambil acuan y&ngl pertama, jika harta asal suami
adalah 200, harta asal istzdi “adalah 150, dan harta sekaya adalah
450, maka jika si suami s#@niriggal harta peninggalannya adalah 200
+ 2/3 x 450 = 500, s¢mensara jika si istri yang meninggal, maka
harta peninggalannya\a¥dlah 150 + 1/3 x 450 = 300. Sedangkan
dengan mengambil acwarl yang kedua, maka jika si suami meninggal
harta peninggalanhyd adalah 200 + 1/2 x 450 = 425, sementara Jika
si istri yang wéninggal, maka harta peninggalannya adalah 150 +
1/2 x 450 = 375. Harta peninggalan itulah yang merupakan objek
kewarisan dalam Islam. |

Dalam Islam, mereka yang mempunyai hak dan dapat wmenerima
waris adalah yang wmempunyai sebab-sebab:

(1) Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda dari si mati.

Yang dimaksud dengan janda di sini adalah janda vyang

28

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



80584.pdf

perkawinannyadengan si mati terputus karena kematian itu.
Dalam istilah lain, itu disebut janda cerai-mati.

(2) Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi 3 (tiga)
golongan, yaitu furu’ }anak keturunan), ushul (leluhur), dan
hawasyi (keluarga dalam hubungan ke samping).

(3) Ahli waris wala‘’ melipuﬁi kekerabatan menurut hukum vyang
timbul, karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan
sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya. Ahli
waris kelompok ini timbul pada masa Rasulullah hijrah dari
Mekah ke Medinah dalam upaya wmemperteguh dan mengabadikan
persaudaraan kaum Muhajirin dengan kaum XHmnshar. Ikatan
persaudaran tersebut dijadikan sebagai wadlah’ satu sebab
saling mempusakal satu sama lain. Pewarligan atas dasar
persaudaraan tersebut dibenarkan oleh A¥1A} Swt. dalam surat
al-Anfal ayat 72 dan an-Nisa. Sebagdn Besar ulama, kecuali
Hanafiah, memandang ketentuan itd geiah dinasakh oleh surat
al-Ahzab ayat 6 dan surat al-pafallayat 75, yaitu orang yang
lebih berhak terhadap harta_pesvinggalan adalah mereka yang
mempunyai hubungan dargh.\ Hanafiah memandang itu tetap
berlaku tetapi penerjmawn/pusaka mereka harus diakhirkan
setelah penerimaan pGald kepada dzawil-arham.

Berdasarkan pet{pjek-petunjuk dari al-Qur’an, para ahli
fikih membagi kerahal %& dalam 4 (empat) golongan, berdasarkan
bagian waris yang\akan diterimanya Fatchur (1981), yaitu sebagai
berikut:

1. Ashhabul-fyfudhin-nasabiyah, yaitu golongan kerabat yang
mendapat bagian tertentu, seperti 1/2, 1/4, 1/6, dan lain-
lain. Termasuk ke dalam golongan ini adalah: Ayah, ibu, kakek,
nenek, anak perempuan, cucu perempuan pacar laki-laki, saudara
kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan
seibu, dan saudara laki-laki seibu.

2. Ashabah-nasabiyah, vyaitu golongan kerabat vyang tidak
memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari
ashabul-furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada
ashabul-furudh.
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3. Golongan kerabat yang mendapat 2 (dua) macam bagian, vyaitu
sebagai fardh dan ashabah bersama-sama, dalam beberapa keadaan
tertentu. Termasuk ke dalam golongan ini adalah:

&. Ayah, bila ia mewarisi bersama-sama far‘ul warisg perempuan.
b. Kakek shahih, bila ia mewarisi bersama-sama fa‘ul waris
perempuan.

4. Dzawil-arham, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk
golongan pertama dan kedua.

Besar kecilnya bagian waris setiap kerabat adalah
berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu kerabat-
kerabat yang derajat kekerabatannya lebih kuat mendapatkan bagian
yang lebih banyak. Bahkan- tidak semua kerabat akan mendapatkan
waris karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagiarn Mkerabat baru
timbul jika tidak terdapatnya kerabat tertenhi™ Hal tersebut
semuanya telah diatur secara jelas pada al-QuiNah/dan al-Hadist.

Sehubungan hal tersebut di atas, sizpafsdédpa yang merupakan
ahli-waris menurut hukum waris Islam, segara sederhana, adalah
seperti ditunjukkan pada gambar 7. AfliNdris utama terdiri dari
janda/duda (J), anak laki-laki/pey€@mpuan (A), dan orang tua laki-
laki/perempuan (0) . Penggan@iam’’kedudukan anak hanya oleh
keturunannya, sementara orang “%ua oleh leluhur dan keturunannya.
Dengan demikian saudara (& Labal kerabat lainnya (ke atas dan ke
samping) baru terbuka &gk “Warisnya jika tidak terhalang oleh

orang tua.

o — o—— O
S PH*J
A
Gambar 7.

Gambaran Umum Ahli waris dan

Pergantian Kedudukan Ahli waris dalam Hukum Islam
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mati; sementara bagi ahli waris hal tersebut dapat berarti
berkurangnya bagian waris yang seharusnya dia percleh.

Tentang hutang, menurut ajaran Islam harus didahulukan
pPelunasannya karena orang yang mati dengan meninggalkan hutang
akan tertahan amal ibadahnya sampai hutang tersebut dilunasi.

Menurut ahli fikih yang bermazhab Hanafiah, wasiat adalah
memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela vyang
pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian
dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun
manfaat .

Sumber-sumber hukum tentang wasiat dapat ditemskan pada al-
Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma, dan al-Ma‘qul. Ada ‘Weberapa pandangan
tentang wasiat, yakni menyangkut hukumnya . Bubyék hukumnya, dan
batasan-batasannya. Hal-hal tersebut tidak sakan dibahas secara
lebih jauh, melainkan hanya akan djikelaukakan tentang batasan
pemberian wasiat tersebut. Wasiat /Hadfi( Islam dapat dipandang
sebagai suatu terobosan vangs~dibgnarkan untuk memberikan
kesempatan bagi orang yang akagsmeyinggalkan terhadap harta yang
dimilikinya. Oleh karena ituvwaris dilakukan. Agar pewaris tidak
berbuat sesuka hatinya Y€rhadap harta peninggalannya, sehingga
dapat merugikan hak-hak) a¥li waris yang telah ditegaskan oleh
Allah, maka wasiat {idak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta
peninggalan.

Di atas telak N\disebutkan tentang siapa-siapa yang merupakan
ahli waris dan &i6inggung pula tentang dasar umumnya pembagian
waris. Walaupu®l demikian, tidak setiap ahli waris dapat meminta
haknya karena terhadap hal tersebut terdapat 3 (tiga) buah
halangan, vyaitu rerbudakan, pembunuhan, dan' berlainan agama.
Dengan kata lain, hak waris seorang ahli waris dapat menjadi

hilang jika terhalang oleh halngan tersebut.

33

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



80584.pdf

BAB IV, ASAS-ASAS HUKUM YANG TERCERMIN
DARI PUTUSAN PENGADILAN

Pada bab ini akan dibahas putusan-putusan peradilan umum dan
agama yang diambil dari salahsatu pengadilan di daerah Cirebon
(Salman, 1993) yang mungkin dapat juga mewakili daerah lainnya di
Jawa Barat.

A. Putusan-putusan Peradilan Umum

Putusan-putusan tersebut dapat diambil beber@pa asas hukum,
vang diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kedudukan anak dan cucu

Kedudukan anak, pengadilan dalam mpew@rgéani perkara, yang
dibuktikan adalah silsilah keluarga daxiNpikak yang bersengketa.
Pada umumnya sengketa waris antara{ dpék-anak pewaris, adalah
akibat harta peninggalan tersebut, belulr’dibagi. harta peninggalan
tersebut, ada yang dikuasai olgh_ s24dh seorang anak atau saudara
dengan alasan hibah. Oleh JMareni itu pengadilan juga melihat
sejauh mana keabsahan darij~hiMah tersebut.

Kemudian pengadi)an ~4Gga memandang, bahwa cucu berhak
mewaris sebagai "pldatSyeérpuling" dari orang tuanya, apabila
orang tuanya meninggsl YZebih dahulu.

Kedudukan _anan; anak adalah merupakan ahli waris utama,
sengketa yang tedjadi disebabkan barang waris dikuasai oleh ahli
waris penggantI/(saudara, keﬁonakan) dan atau oleh anak angkat.
Sedang hasil perkara putusan pengadilan menetapkan anak sebagai
ahli waris diantara putusan No.53/Pdt/1970.Pn.Cn.

Dari putusan tersebut bagian antara anak laki dan perempuan
bagaiannya adalah sama, ini sesuai dengan penemuan Soepomo, bahwa
di sebagian besar wilayah Jawa Barat bagian waris antara laki-

laki dan perempuan adalah sama.
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Kedudukan cucu; putusan pengadilan menetapkan cucu sebagai
ahli waris, diantaranya putusan No.62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13
Oktober 1962 yang bunyinya "Atas barang asal yang dimiliki oleh
orang lain karena hibah, dan hibah tidak dilakukan oleh semua
ahli waris adalah batal, oleh karenanya cucunya dapat menuntut
hak warisnya, atas barang tersebut".
2. Kedudukan Janda

Masalah kedudukan janda, di dalam menangani permasalahan
ini, pengadilan nmmpertiﬁbangkan hukumnya merujuk pada perkara
yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Pula dilihat tentang
kedudukan barang sengketa serta silsilah keluarga.

Tentang keudukan janda, pengadilan berp&ntapat bahwa janda
merupakan ahli waris dari harta gono-gipd). \FPdtusan pengadilan
memberikan dasar putusannya mengambil pertimbangan pendapat
Soepomo dalam bukunya Hukum Perdatal gawa Barat, salahsatunya
adalah putusan No.33/Pdt/1968 Pn.CA N\ bahwa barang yang dikuasai
oleh saudara pewaris , oleh karegmgnya Jjanda dan anak angkatnya
merupakan ahli waris dari pewariBe
3. Hibah dan wasiat

Umumnya masalah hibabsacat wasiat yang terjadi, akibat hibah
tersebut dilakukan t{da¥ sepengetahuan seluruh ahli waris,
sehingga ahli waris \ynhg /Mmerasa dirugikan merasa keberatan. Dalam
menyelesaikan kasuddemikian, hakim melihat proses hibah itu
dilakukan, ap®keh dilakukan dihadapan pejabat atau hanya
lisan saja. Apabila hibah dilakukan dihadapan pejabat, dan adanya
saksi, maka hibah tersebut adalah sah. Hakim juga beranggapan,
bahwa pemilik barang harus dihargai kebebasannya. Oleh karenanya
pengalihan atas keinginan pemilik harus dihargai karena
kebebasannya tersebut. Sedang asas putusan peradilan ditetapkan
diantaranya No.62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 Oktober 1962 "Atas
barang asal yang dimiliki oleh orang lain karena hibah, dan hibah

tidak dilakukan oleh semua ahli waris adalah batal, oleh
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karenanya cucunya dapat menuntut hak warisnya , atas barang
tersebut”.
4. Kedudukan anak angkat

Apakah anak angkat mendapat bagian atas harta peninggalan
orang tua angkatnya hakim merujuk pada putusan Makamah Agung.
Juga pada pendapat Soepomo, tentang syarat-syarat sebagai anak
angkat dan bagiannya.

Diantaranya, saudara.adalah ahli waris ke samping dan berhak
mewaris atas harta asal sedangkan janda dan anak angkat adalah
ahli waris yang berhak mewaris atas harta sekaya" dengan putusan
pengadilan No.41/Pts.Pdt.G/1979 Pn.Cn. tanggal )2 \duhi 1979.

5. Kedudukan anak tiri, keponakan dan saudara

Kedudukan anak tiri , keponakan daf) Sdddara ini muncul
disebabkan pewaris tidak mempunyay )a¥Wik kandung. Harta
peninggalan menjadi sengketa, disé€babkan harta peninggalan
tersebut belum dibagi,-hal mand “Warang vyang disengketakan
dikuasai oleh salah satu pihak y@ps, sémestinya mendapatkan bagian
waris. Penyelesaian kasus ,dgmbkian, hakim melihat silsilah
pewaris, bukti-bukti sumat\ ¥ang menguatkan status barang
sengketa. Semua ini diatwT) Werdasarkan putusan pengadilan yang
salahsatunya No.17/1972¢Ff/Cn. tanggal 5 Agustus 1972 yang isinya
"Pewaris meninggalla¥ sfeorang suami, anak tiri dan ibu serta
harta asal. Maka, ¥%alty/'berhak atas asal adalah ibunya".

6. Kedudukan iba

Ibu mundyl/ sebagai pihak yang berperkara oleh karena pewaris
tidak meninggalkan anak, saudara dan hanya ada suami dan anak
tiri. Dalam menyelesaikan masalah ini, hakim melihat status
barang yang disengketakan, apakah merupakan harta peninggalan
atau bukan, silsilah keluarga, apakah telah terjadi pengangkatan
anak, hibah. Kemudian ditelaah keabsahan dari bukti-bukti surat
yang diajukan. Ini berdasarkan putusan pengadilan No.17/1972

Pn.Cn.tanggal 5 Agustus 1972 "Pewaris meninggalkan seorang suami,
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anak tiri dan ibi serta harta asal. Maka yang berhak atas harta
asal adalah ibunya".

Secara umum, sengketa waris terjadi karena 2 (dua) hal
pokok, yaitu karena"sebab barang dan sebab orang'"., Sengketa waris
karena sebab barang, umumnya terjadi karena terdapatnya pandangan
yang berbeda terhadap harta peninggalan. Hal tersebut terjadi
karena pada masyarakat Jawa Barat, harta peninggalan belum dibagi
apabila salah satu pihak (suami/istri pewaris) masih hidup.
Sedang sengketa waris karena sebab orang, umumnya terjadi karena
terdapatnya ahli waris tertentu yang merasa dirinya 1lebih dekat
dengan si pewaris, sehingga memandang dirinya adalMaly’ yang paling
berhak atas harta peninggalan si pewaris,

Namun demikian, pola sengketa yang tigblumumnya merupakan
reaksi dari pihak lain yang memandang d{rinyd mempunyai hak pula
terhadap barang yang disengketakan. R&aXsi tersebut timbul karena
tidak adanya keterbukaan dari sebagi®n ahli waris terhadap ahli
waris lainnya tentang status danUe@dudukan barang sengketa dalam
budel harta peninggalan. Olekr JaTena itu, reaksi tersebut dapat
dipandang sebagai upaya seb2gian ahli waris, yang tersisih, untuk
mendudukan barang sengketa”pida tempat yang sebenarnya pada harta
peninggalan yang hewpddk dimintakan penetapan ahli waris dan
bagian warisnya.

Penyelesaian ‘serigketa yang dilakukan oleh pengadilan, sesuai
dengan huku «@&atas dalam perkara perdata, terlebih dahulu
menetapkan kagdndukan para pihak dalam hubungannya dengan si
waris, yakni untuk menetapkan siapa-siapa yang merupakan ahli
waris dari si pewaris; kemudian menetapkan status barang sengketa
dalam harta peninggalan, apakah merupakan atau tidak merupakan
bagian dari harta peninggalan; dan menetapkan bagian waris bagi
para pihak yang dipandang merupakan ahli waris. Tentang hukum
yang digunakan sebagai dasar dari putusan tersebut, secara umum
adalah sesuai dengan penemuan-penemuan Socoepomo tentang hukum

warlis adat Jawa Barat, namun ada pula yang berbeda. Perbedaan
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yang cukup mencolok adalah menyangkut kedudukan anak angkat dan

janda sebagai ahli waris.

B. Putusan-putusan Peradilan Agama

Putusan-putusan peradilan agama yang ditemui di Jawa Barat
tahun 1985, sedang tahun sebelumnya tidak diperoleh karena
kesulitan pengarsipan pada pengédilan agama tersebut. Pada bagian
ini tidak akan dikemukakan rangkuman untuk setiap putusan
pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan karena pada umumnya
perkara waris yang diajukan pada pengadilan agama tidak merupakan
sengketa, melainkan berupa permohonan penetapan @hrli waris dan
pembagian waris yang diajukan oleh seluruh AH&s waris dengan
pilihan hukum Islam.

Dari seluruh perkara ternyata ndniya dimohon untuk
keperluan yang bersifat intern atau ekgte€n. Permohonan penetapan
ahli waris yang bersifat intern umumfyaNd€lalu diikuti permohonan
penetapan bagian waris untuk getiap ahli waris. Permohonan
tersebut umumnya didasari oleh{~keifiginan para ahli waris untuk
menggunakan hukum Islam dalafi\prbsges pewarisan vyang hendak mereka
lakukan. Sementara itu, gPerwchonan penetapan ahli waris yang
bersifat eksteren umumfyh “@iajukan guna kepentingan ahli waris
bertindak selaku pengG#nt pewaris dalam hubungannya dengan pihak
lain. Hal tersebuts terutama untuk penyelesaian piutang-piutang
pewaris dari pibal\ ®ain.

Sikap pgmdhbn terhadap penetapan pengadilan agama untuk
perkara yang méreka ajukan, umumnya dapat dikatakan menerima
dengan baik penetapan tersebut. Hal itu terjadi karena niat awal
pemohon tidak untuk menyelesaikan sengketaf melainkan lebih
cenderung meminta petunjuk tentang bagaimana hal tersebut

seharusnya menurut hukum Islam,
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BAB V. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM

Telaah hukum untuk mengetahui kesadaran hukum terhadap
beberapa sistem hukum sejenis mempunyai karakteristik yang
berbeda dengan suatu kajian hukum terhadap satu sistem hukum
saja. Dalam berbagai kajién hukum, terbuka kemungkinan berbaurnya
kesadaran hukum masyarakat terﬁadap sistem hukum tersebut. Oleh
sebab itu analisis terhadap setiap indikator kesadaran hukum
memerlukan acuan yang bervariasi. Secara umum, analisis tersebut
meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat terhadan, sistem hukum
tertentu (yang dianut) ;

2. Terhadap sistem hukum manakah kecenderuwgan kesadaran hukum
masyarakat ?

Dari hasil analisis pertama efderung untuk melihat
kesadaran hukum masyarakat, yang glenydtakan diri tunduk pada
suatu sistem hukum tertentu, terhadap/sistem hukum itu sendiri.
Dan ternyata kelompok yang menendeizn diri terhadap sistem hukum
Islam merupakan kelompok/\tekkesar, berjumlah 50.05% vyang
sebaiknya mengatur masalall waris, sedang kelompok kedua sebanyak
21.56% yang menundukka@l Jd¥?P1 terhadap sistem hukum adat. Namun
demikian, dari hasil<{kéjldn diperoleh fakta bahwa kesadaran hukum
anggota setiap kelompok terhadap sistem hukum yang dianutnya
tersebut relafdifi\ kdrang. Pengetahuan dan pemahaman terhadap
sistem hukumete¥sebut tidak menunjukkan hubungan yang erat dengan
sikap dan pola.perilaku hukumnya.

Pandangan ini tampak seolah-olah tidak terdapat hubungan
yang nyata antara indikator kesadaran hukum yang satu dengan yang
lainnya. Akan tetapi alangkah bijaknya kalau kita mau melihat apa
yang terdapat di balik semua itu. Pengetahuan tentang sistem
hukum bagi masyarakat Jawa Barat, yang diketahui ternyata relatif
rendah, menurut hemat penulis, adalah wajar kerana beberapa

alasan, yaitu:
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a. Masyarakat Jawa Barat .tidak pernah secara nyata mendapatkan
pendidikan tentang sistem hukum, khususnya masalah waris;

b. Sistem kewarisan merupakan masalah yang jarang terjadi, yaitu
umumnya hanya terjadi 2 (dua) kali seumur hidup, yakni ketika
crang-tua meninggal dunia. Itu berlainan dengan hukum lalu-
lintas, pajak, tanah, dan lain-lain, yang dalam kehidupan
sehari-hari dialami oleh setiap pribadi.

c. Sistem kewarisan berada pada 1lingkungan hukum perdata,
sehingga peranan aparat hukum dan perundang-undangan tidak
tampak jika tidak ada perkara yang diangkat.

Namun demikian tentang pemahaman hukum masyarakat. Seperti
disebutkan oleh Soerjono Soekanto:

..... pengetahuan tentang isi peraturan dipengaryhi_. Wwleh
proses internalisasi dan imitasi ,..." maka dapatN\ddpédhami
mengapa hukum masyarakat relatif lebih {oadk</ Faktor
imitasi di samping mempunyai nilai pogitlhifVjuga dapat
mengakibatkan hal-hal yang negatif, yasituNdalam hal yang
ditiru adalah tindakan-tindakan yangAmeN/impang. terlebih
lagi jika peniruvan itu hanya terhadap kiylitnya saja, bukan
substansinya. Sebagai misal, "Peplberian bagian waris
terhadap‘anak angkat dipangany/ sgbagal prose pewarisan,
sehingga anak angkat dipan§and, sébagai ahli waris, padahal
mungkin itu sebagai hibdhe™wdéiat, atau sedekah".

Sikap masyarakdpy Jawa Barat memilih sistem hukum Islam
sebagai sistem huKem\ yang sebaiknya mengatur masalah waris pun
tidak menunjukisal, ‘fikap yang sébenarnya, karena fakta-fakta
lainnya yang, Berkaitan dengan sikap terhadap sistem hukum
tersebut tidak fmenunjang, bahkan cukup banyak yang bertentangan.
Menurut hemat penulis, sikap masyarakat memilih sistem hukum
Islam lebih disebabkan oleh faktor rasional beragama yang tidak
mencerminkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu. Mereka
sebagal umat Islam seyogyanya tunduknya pada sistem hukum Islam,
sementara itu bagaimana sistem hukum Islam mengatur masalah waris
mereka kurang mengetahui dan wmemahaminya. Disitulah 1letak

hubungan antara indikator pengetahuan dan pemahaman hukum dengan
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sikap terhadap hukum dapat ditemukan, yaitu akibat pengetahuan
hukum yang rendah serta pemahaman hukum yang salah mengakibatkan
sikap terhadap hukum menjadi salah.

Kemudian, sistem hukum manakah kecenderungan kesadaran hukum
masyarakat ? Dengan melihat dari hasil penelitian terlihat bahwa
kecenderungan tersebut adalah terhadap sistem hukum adat. Namun
demikian, dengan memperhatikén bias terhadap masing-masing
kelompok masyarakat sampel, perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut. Kelompok masyarakat Islam vyang kesadaran hukumnya
cenderung pada sistem hukum adat disebabkan oleh pengetahuan dan
pemahamannya tentang sistem hukum Islam yang repoah. Sementara
kelompok masyarakat adat yang kesadaran hukumfiye=tenderung pada
sistem hukum Islam disebabkan salah mengira\ bahwa sistem hukum
adat itu sama dengan sistem hukum Islam.

Sehubungan uraian di atas sertz Wraian-uraian terdahulu,
dapatlah dikemukakan bahwa sistem Mulud adat dan sistem hukum
Islam, dalam masalah kewarisan, s~kedudnya merupakan hukum yang
hidup dalam masyarakat. Keduagpya~dérjalan beriringan, berbaur,
dan kadangkala berbenturafi dalam mengisi kebutuhan hukum
masyarakat.

Penulis berpandangdr) bdliwa hukum waris merupakan salah satu
bidang hukum keperdataan, yang penanganannya 1lebih banyak
bergantung pada para Yihak yang terlihat (para ahli waris).
Proporsi perkara waris yang masuk ke pengadilan sangatlah kecil
bila dibandipgkak dengan jumlah kematian yang terjadi. Padahal
pada setiap kematian terdapat masalah kewarisan.

Keterkaitan dengan hukum tanah dan kepemilikan barang atas-
nama lainnya, hukum waris nasional diperlukaﬁ guna memudahkan
administrasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan harta
peninggalan. Cukup banyak kasus-kasus yang ditemui harta
peninggalan yang belum dibagikan karena masih terdapatnya janda
atau anak yang belum dewasa. Harta peninggalan seperti itu masih

tercatat atas nama almarhum. Secara hukum itu tidak benar, orang
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yang sudah meninggal tidak lagi merupakan subjek hukum sehingga
tidak lagi dipandang sebagai pemilik harta peninggalan. Secara
administratif, hal itu pun cukup menyulitkan, seperti kepada
siapa penarikan pajak atas harta peninggalan tersebut harus
dilakukan. Karena salah Seorang ahli waris tidak mustahil akan
menolak melakukan itu dengan alasan belum ada pembagian waris.
Begitu pula hak-hak pihak ketiéa, yang mempunyai piutang pada
almarhum, dapat terkatung-katung haknya oleh alasan harta
peninggalan belum dibagi. Mayoritas kasus waris disebabkan oleh
penundaan pembagian harta peninggalan, sehingga harta peninggalan
menjadi kabur dan ahli waris tidak mendapatkan haki\a-

Hal-hal vyang menyahgkut masalah kewarwisard, khususnya
menyangkut masalah harta peninggalan, adad%alur pada Undang-
undang No.l1 Tahun 1974, tentang Perkawismit. Harta benda dalam
perkawinan, dalam undang-undang tersebut, \dibedakan antara harta
bersama dan harta bawaan. Namun demdkiaw; sekalipun dikemukakan
bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian, dan
atas keputusan pengadilan, rdefig-undang perkawinan tidak
mengatur secara tegas kedudulan atfau petunjuk ke arah itu untuk
harta bawaan sebagai akil&r putusnya perkawinan. Begitu pula
tentang harta bersama, HiAsxl” 37 undang-undang perkawinan hanya
menyebutkan bahwa "Bifasperkawinan butus karena perceraian, harta
bersama diatur menusuk fUukymnya masing-masing”. Apa yang dimaksud
dengan kata "hukumoda masing-masing" tidak ada penjelasan lebih
jauh,

Kendati derlikian, dengan mengaitkannya pada pasal-pasal
lainnya , dapatlah dikemukakan hal-hal penting dari undang-undang
perkawinan yang akan sangat bermanfaat bagi ‘hukum kewarisan,
yaitu sebagai berikut:

(1) Undang-undang perkéwinan mengakui adanya adanya
pemisahan/pembedaan harta bersama dan harta bawaan masing-
masing sepenuhnya merupakan hak masing-masing pihak.

Sementara harta bersama merupakan hak bersama, setiap pihak
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dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Itu

berarti bahwa keudukan suami dan istri adalah sederajat

terhadap harta bersama.

(2) Pengaturan harta bersama dalam hal terjadinya perceraian
diatur oleh hukumnya masing-masingﬂ Apabila itu dikaitkan
dengan pasal 2 ayat (1) maka yang dimaksud dengan hukumnya
masing-masing tersebut adaiah hukum agama atau kepercayaan
masing-masing pihak.

(3) Apabila terhadap harta bersama diterapkan hukum agama atau
Kepercayaan masing-mgsing pihak, apakah itu dapat diperluas
menjadi terhadap harta bawaan pun diterapkiys hukum agama
atau kepercayaannya itu.

(4) Apabila terhadap perceraian dapat _dSterapkan hukumnya
masing-masing untuk pembagian harta ga¥am perkawinan, apakah
itu pun dapat diterapkan untuk patusnya perkawinan karena
kematian atau atas keputusan Pghigadilan. Bukankah substansi
ketiganya adalah sama, yaipu memutuskan tali perkawinan,
sementara perbedaannya hguyedadh terletak pada pihak yang
berhak menerima bagian Marth perkawinan itu, yaitu dalam hal
perceraian adalah pdslng-masing pihak, sementara dalam
kematian adalah salah ¥atu pihak dan ahli-warisnya.

Menurut hemas, BeRulis dari data pustaka melihat adanya
dualisme hukum_ waris yang diterapkan pada praktik peradilan,
yaitu sistem, huktn( Islam pada peradilan agama dan sistem hukum
adat pada peradilan umum. Dualisme hukum untuk éubyek hukum yang
sama pada peradilan yang berbeda kurang menjamin kepastian hukum.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-unaang No. 7 Tahun
1989, tentang Peradilan‘ Agama, penulis melihat ada suatu
perkembangan baru politik hukum Indonesia tentang hukum waris.
Undanmg-undang tersebut memang bukan undang-undang tentang

kewarisan, akan tetapi dari tugas dan wewenang Peradilan Agama,
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seperti tertulis pada pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang

tersebut, yaitu:

a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, .
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- perkawinan '

- kewarisan, wasiat, dan hibah, yvang dilkukan berdasarkan
hukum Islam. |

- shadaqgah.

b. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang wenjaf$.ahli waris,
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuals=tzgian masing-
masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut.

Rumusan di atas tampak secara_ elsf bahwa wewenang untuk
memeriksa dan mengadili pérkara waris /bagi yang beragama Islam
sepenuhnya ada pada PeradilanglAcgaina dan sistem hukum Islam.
Kedudukan putusan peradilan Agama/pun tidak lagi berupa fatwa,
yang perlu mendapat pengukulen” dari peradilan umum, melainkan
berdiri sendiri.

Memang ada bebergpa pihak yang masih menyangsikan kewenangan
peradilan agama dadan, Pémeriksaan perkara waris, yaitu melihat
rumusan pasal 50 _Uhdang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal\ serdapat sengketa mengenai hak milik atau
keperdataaw/lain dengan perkara-perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49. maka khusus mengenai objek yang menjadi
sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan
dalam lingkungan pereadilan umum.

Apabila rumusan pasal tersebut dikaji lebih jauh, itu hanya

untuk memperjelas kewenangan .peradilan agama dan peradilan umum
dalam menyelesaikan perkara waris. Kewenangan peradilan umum
terbatas pada penyelesaian sengketa tentang status suatu barang,

apakah itu termasuk harta peninggalan atau bukan. Sementara
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masalah penentuan ahli-waris, harta peninggalan, dan bagian waris
bagi setiap ahli waris sepenuhnya merupakan wewenang peradilan
agama.

Dengan keluarnya Instruksi Presiden R.I. No.l1 tahun 1991
tentang kompilasi hukum Islam. Dalam konsideran menimbang dari
Inpres tersebut dinyatakan:

1. bahwa para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang
diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampal 5 Februari 1988
telah menerima baik rancangan buku kompilasi hukum Islam .
yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku TII tentang
Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Pexwakafan;

2. bahwa kompilasi hukum Islam tersebut dalam’Kuruf a oleh
instansi pemerintah dan masyarakat yahg )mémerlukan dapat
digunakan sebagai pedoman dalam mewysrlesaikan masalah-
maéalah di bidang tersebut.

Dalam sistem hukum waris adat, 'deperti ditemukan Soepomo
pada 50 tahun lalu, pihak yapg gipandang sebagai ahli waris
adalah mereka yang mempunyaij hubungan darah dengan si pewaris,
dalam hubungan garis lurye e bawah (keturunan) atau ke atas
(leluhur). Prioritas ah¥%) w#¥is berada pada keturunan, seberapa
pun menurunnya. Leluh@r, hailya akan mendapatkan bagian waris jika
tidak terdapat ketuku¥dn. Sejalan dengan prioritas tersebut,
pergantian kedudukan dalam sistem hukum waris adat mempunyai
prioritas terhadap keturunan pula. Namun demikian dikenal pula
pembagian sepi¥dl segendong, yang dipandang sebagai pengaruh
hukum waris Islam terhadap hukum waris adat. Oleh karena itu,
umumnya laki-laki mendapatkan sawah/ladang‘ (modal wusaha),
sementara perempuan mendapatkan rumah/pekarangan.

Dalam sistem hukum waris adat, janda dan anak angkat tidak
dipandang sebagai ahli waris, melainkan sebagai anggota keluarga
yang dipandang perlu mendapat perlindungan kehidupan jika

ditinggal mati. Oleh karena itu, sekalipun mereka tidak berhak
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mendapatkan waris, tetapi mereka mempunyai hak pakai atau hak
untuk menikmati hasil harta peninggalan selama mereka hidup
atau membutuhkannya. Hak istimewa itulah yang menjadi harta
peninggalan selama mereka hidup atau membutuhkannya. Hak istimewa
itulah vyang menjadikan harta peninggalan belum dibagi selama
janda atau anak angkat masih hidup. Dalam kenyataannya, hak
istimewa yang dimiliki janda atau anak angkat seringkali
disalahgunakan.

Nilai luhur hukum waris adat yang melindungi penghidupan
anggota keluarga bukan ahli waris, maka dalam perkembangannya
kemudian hukum waris adat memandang janda dan anak smgkat dapat
menerima waris secara mutlak untuk harta gonocNirrt/ Fakta itu
menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem“\hukdm waris adat
tentang siapa-siapa Yang merupakan ahli warig¥ Dalam perkembangan
itu, landasan bPenetapan ahli waris dalam/s¥Stem hukum waris adat
didasarkan pada hubungan yang nyata (Rofkret) pewaris, harta
peninggalan, ahli-waris, yaitu sepepsi difunjukkan pada Gambar 6.
Namun demikian, itu tidak mengurapgdi«gistem yang telah ada, yaitu
bahwa janda dan anak angkat tefap\médsih memiliki hak pakai atau
hak untuk menikmati hasil gaN fhiarta peninggalan. Oleh karena
itu, sampai sekarang banyai désiidmpai harta peninggalan yang belum
dibagi karena masih ada JATNlE atau anak angkat.

Sehubungan terxsdbW? gdi atas, kaitannya dengan rencana
pembentukan hukumN\waris nasional serta tertib administrasi
pemilikan barangy Khususnya barang atas-nama, maka penundaan
pembagian waris yang dikenal dalam sistem hukum waris adat
dipandang tidak sesuai lagi: Oleh karena itu, penulis memandang
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastién administrasi
maka pembagian waris harus segera dilakukan sepeninggalnya
pewaris. Tentang hak istimewa janda dan anak angkat, jika itu
dipandang perlu dipertahankan, itu dapat diwujudkan dalam bentuk

pemberian hak pakai. Dengan kata lain, hak miliknya berada pada
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ahli waris, sementara hak-pakainya berada pada janda atau anak
angkat .

Namun demikian, melihat perkembangan bahwa janda dan anak
angkat dewasa ini dipandang sebagai pihak yang mendapatkan waris,
maka penulis memandang hak istimewa/hak-pakai tersebut tidak
diperlukan lagi. Jaminan penghidupan janda dan anak angkat
dipandang cukup dari bagian yang mereka terima.

Dalam sistem hukum waris Islam, seperti telah dikemukakan
di atas, pihak yang dipandang sebagai ahli waris adalah mereka
yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris, dalam
hubungan garis lurus ke bawah (keturunan) atau ke at@W®.(leluhur),
serta pihak yang terikat tali perkawinan (janda), N\Télak terdapat
prioritas ahli waris pada ketiga pihak tersebl¢,)dalam arti hak
suatu pihak tergantung pada_ keberadaan pihak{lainnya. Ketiganya
mempunyai kedudukan yang sama dengin\bidgian vyang telah
ditetapkan. Sejalan dengan itu, pergantian/edudukan dalam sistem
hukum waris Islam mempunyai ciri yang khas, yaitu terbatas pada
ahli waris berdasarkan kekerabatan

Oleh karena itu, pemberiafh, harta peninggalan terhadap cucu
pancar perempuan atau anak afMukKwt” harus dilakukan melalui hibah,
wasiat, atau pemberian hal ainnya. Namun demikian, jika itu
tidak dilakukan maka ity dipdndang akan dilakukan jika si pewaris
masih hidup. Itu dinemdk¥4 Wasiat Wajibah, artinya perkembangan
sistem kewarisan adaf yang mendudukan anak angkat sebagai ahli
waris dapat diakowmdddsi oleh lembaga hibah, wasiat, atau wasiat
wajibah.

Dari uraian di atas, dapat dilihat titik temu antara sistem
hukum kewarisan adat dan Islam. Semua hal menyangkut ahli waris
yang dikenal dalam sistem hukum adat dapat diakomodasikan oleh
sistem hukum kewarisan Islam. Dengan suatu catatan bahwa
pengetahuan hukum masyarakat tentang lembaga-lembaga yang dapat
digunakan untuk mengakomodasi oleh sistem hukum kewarisan Islam.

Dengan suatu catatan bahwa pengetahuan hukum masyarakat tentang
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lembaga-lembaga yang dapat digunakan untuk mengakomodasi hal-hal

tersebut cukup baik.

Dengan demikian, tinggal satu hal lagi yang perlu dicari.
titik-temu antara sistem hukum kewarisan adat dan Islam, yaitu
dalam hal perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuan.
Sikap dan pola yang terbentuk tersebut tidak menunjukkan
konsistensi sikap masyarakat Yang mayoritas bersikap untuk
memilih hukum Islam sebagai hukum yang mengatur masalah waris.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis memandang perlu
untuk mengangkat pendekatan secara keagamaan terhadap para pihak
vyang setuju dengan pembagian sama tersebut, itu dengan
penekanan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan hukum waris Islam, bagi kaum.tuslimin, merupakan
suatu keharusan/kewajiban.

2. Secara lahiriah harta peninggalan mgftupakan milik  almarhum,
akan tetapi hakikatnya adalah milid\ AN&h Swt. Oleh karena itu
maka kaum muslimin harus tundukspada ketentuan-ketentuan waris
vyang telah ditetapkan Allah Sw$.%baik menyangkut siapa-siapa
yang merupakan ahli waris iiaypur bagiannya masing-masing.

3. Apabila hukum waris Isiaw ¢elah dilaksanakan dan para pihak
kemudian berkehendak{yatf0K menyamakan bagian masing-masing,
itu dapat dilakukaf heldlui perbuatan hukum yang lain, vyaitu
antara lain mellalui hibah. Sebagai misal, jika
almarhun/almaxhiiyah” meninggalkan 2 (dua) anak laki-laki dan 1
(satu) anaky pereimipuan, maka bagian untuk setiap anak laki-laki
adalah 2/5 bagian dan untuk anak perempuan adalah 1/5 bagian.
laksanakan pembagian seperti itu terlebih dahulu untuk
memenuhi hukum waris Islam. Selanjutnya, ﬂika memang para
pihak sepakat untuk menyamakan bagiannya masing-masing,
sehingga setiap pihak akan mendapatkan 1/3 bagian, maka
hibahkanlah dari hak setiap anak laki-laki sebanyak 2/5 - 1/3
= 6/15 - 5/15 = 1/5 bagian terhadap saudaranya yang perempuan.
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Dengan penekanan seperti itu, wmaka tampaklah bahwa
pembagian waris adat, yang menyamakan bagian waris anak laki-laki
dengan anak perempuan, dapat pula diakomodasikan oleh hukum waris
Islam melalui 2 (dua) perbuatan hukum, yaitu pewarisan dan
penghibahan.

Dari uraian-uraian di muka, sampailah penulis pada suatu
kesimpulan bahwa perkembangan sistem hukum kewarisan adat menuju
pada arah yang sama dengan sistem hukum kewarisan Islam. Semua
masalah dalam sistem hukum kewarisan adat dapat diakomodasi oleh

sistem hukum kewarisan Islam.
BAB VI. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang disajikan pady Jpbdb-bab yang lalu,

dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan,\{aittu sebagai berikut:

A, Umum
1. Hukum waris yang berlaky., dadam masyarakat adalah hukum
waris adat, hukum warig/NIslam dan hukum waris tertulis (KUH
Perdata Indonesia).
2. Masyarakat lebih/ hatyak menerangkan hukum waris adat,
sedangkan pener@pan®fiukum waris Islam sangat terbatas.
3. Kesadaran hokum masyarakat terhadap hukum waris vyang

berlaku relda%S 1 rendah.

B. Khusus
1. Pembahasan tentang hukum waris, pada dasarnya menyangkut
dua hal pokok, yaitu ahli waris dan harta peninggalan. Oleh
karena itu, pembahasan harus dimulai dari hukum
Kekeluargaan dapat membantu menggambarkan ketentuan-
ketentuan tentang pertalian darah, hubungan orang tua
dengan anak, dan pengambilan anak; Sementara hukum

perkawinan dapat membantu menggambarkan ketentuan-ketentuan
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harta asal, harta bersama, dan harta peninggalan, pada
sistem-sistem hukum vyang sedang diteliti.

2. Hukum adat pada dasarnya hanya mengenal pemisahan harta .
asal dan harta bersama selama suami istri masih hidup,
sementara apabila salah seorang dari mereka atau keduanya
meninggal maka semua harta asal dan harta bersama menjadi
satu, yaitu dipandang sebagai harta peninggalan. Hal
tersebut terjadi pada suatu perkawinan yang normal
(terdapat keturunan), sementara pada perkawinan yang tidak
normal pemisahan harta asal dan harta bersama masih tetap
ada.

3. Pemisahan harta asal dan harta bersama seh&teitiya berkaitan
erat dengan masalah hak suami istriNdalam terjadinya
perceraian dan masalah hak ahli wardid JBdlam hal terjadi
kematian. Oleh karena itu pada pedkawinan yang normal,
hukum Adat tidak méngenal peplsalan kedua jenis harta
tersebut, karena pada perkawinan Jitu yang merupakan ahli
waris untuk keseluruhan harts /peninggalan adalah anak-
anaknya; sementara hukumA siGm tetap memisahkan kedua jenis
harta tersebut karena .andk bukan satu-satunya ahli waris.

4. Hukum adat memandangyjarxda (baik perempuan atau laki-laki)
bukan sebagai ahlN Araris dari suami/istrinya. Namun
demikian, dia mgmpunyai hak untuk menikmati hasil dari
seluruh hartha pefiinggalan selama dia membutuhkannya dan
selama hiQ@upnya, dengan batasan dia tidak melakukan
perkawinan™yagi. Itulah sebabnya maka harta peninggalan,
baru dibagi jika kedua suami istri tersebut meninggal

dunia.
Sementara hukum Islam memandang janda sebagal ahli waris
dari suami/istrinya. Harta Peninggalan umumnya dibagi

Ségera setelah seseorang meninggal. Pembagian tersebut pada

umumnya baru berujud pemindahan hak milik, karena bila
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janda masih ada, umumnya penguasaan harta peninggalan masih
dilakukan oleh janda.

5. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat, dipandang sama
dengan janda, yaitu bukan sebagai ahli waris, namun dia
mempunyai hak untuk menikmati hasil seluruh harta
peninggalan selama dia membutuhkannya dan selama hidupnya.
Sementara itu, kedudukan anak angkat dalam hukum Islam
tidak sama dengan anak kandung, bahkan bukan merupakan
kerabat jika anak tersebut bukan diambil dari anggota
kerabat. Ketegasan tentang anak angkat dalam hukum Islam
merupakan koerksi langsung dari Allah (Sut. terhadap
kebiasaan pada Zaman jahiliah yang memancany’ anak angkat
sebagai anak kandung.

6. Hukum adat mengenal dua macam anak yang mempunyai pertalian
darah langsung dengan orang-tuanys,yaitu anak sah dan anak
zina (anak jadah). Pengertiananfl/sah menurut hukum adat
adalah anak-anak yaﬁg dilahjxkan )di dalam suatu perkawinan,
sementara anak zina adalah .arfak-anak yang dilahirkan di
luar perkawinan. Berbéda derigan itu, hukum Islam mengenal
juga anak Li‘an, y@#tlh, anak yang dilahirkan dalam suatu
perkawinan yang gah «¥etapi ditolak oleh si suami karena
menduga bahwa @pak ‘tersebut hasil zina si istri dengan
laki-laki lain.

7. Pengetahuan\dan/ pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum
yang ditedifi relatif kurang. Dengan demikian, ini
menunjukkKan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki relatif
kurang pula. Itu sebabnya, sekalipun pada umumnya
masyarakat Jawa Barat bersikap ingin menefapkan hukum Islam
pada proses pewarisan, tapi ternyata dalam praktek hukum
adatlah yang dipergunakan.

8. Sejalan dengan hal-hal di atas dalam perkembangannya lebih
lanjut ternyata kedudukan janda dan anak angkat dalam hukum

adat dipandang oleh lembaga Peradilan umum sebagai ahli
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waris untuk seluruh harta bersama. Dalam hukum adat
penetapan ahli waris cenderung berdasar pada asas Kepatutan
secara konkret, yaitu dengan melihat hubungan berkait |
antara pewaris, harta peninggalan dan ahli waris. Terlepas
dari masalah dasar pertimbangan yang berbeda dari kedua
sistem hukum yang dikaji, adanya kecenderungan bahwa kedua
sistem tersebut bergerak paaa arah yang sama.

9. Dalam putusan-putusan lembaga Peradilan ternyata sengketa
waris terjadi karena dua hal pokok, yaitu karena sebab
barang dan sebab orang. Sengketa waris karena sebab barang
umumnya terjadi karena harta peninggalan \Oalum dibagi
selama janda atau anak angkat masih MNEup, sehingga
memungkinkan terjadinya pengasingan\, ferhadap harta
peninggalan tersebut tanpa sepengeéairian ahli waris.
Sengketa waris karena sebab orandg , tmunnya terjadi karena
harta peninggalan sering kali ddfuaedi oleh salah satu atau
sekelompok ahli waris tertepfTu dengan mengabaikan hak-hak

ahli waris yang lainnvya.
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